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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridha-Nya,
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021. Selawat dan beriring salam disampaikan
kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam

kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe tahun 2021 ini dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud  oleh surat Sekretaris Mahkamah  Agung  RL Nomor:
3112/SEK/OT.01.2/12/2021, tanggal 13 Desember 2021, sesuai Peraturan Presiden
Nomor: 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah melaksanakan penyusunan LKjIP tahun 2021

dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe tahun 2021 dibuat sebagai laporan pelaksanaan tugas, bahan evaluasi,
capaian kinerja,dan pencapaian indikator kinerja utama tahun 2021 serta perjanjian
kinerja tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe dalam mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi yaitu

“Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat

kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak
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sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di masa mendatang.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita
sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa.

Amin.

Lhokseumawe, 03 Januari 2022
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EXECUTIVE SUMMARY

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe mempunyai tugas dan peran yang strategis
sebagai Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan
tugas yustisial dan administratif dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, untuk itu
seluruh program kerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe didasarkan pada tujuan,
sasaran strategis, target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang sebagai penjabaran dari program Mahkamah

Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe merupakan Supporting Unit dalam
mengembangkan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung secara langsung sebagai
pengelola anggaran dan bertanggung jawab untuk melaksanakan anggaran yang tersedia
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

tahun 2021.

Dalam rangka pelaksanakan visi, misi dan rencana strategis Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan, telah
ditetapkan sasaran indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021. Secara umum
dapat disimpulkan bahwa dari tujuh belas indicator yang ditetapkan dalam perjanjian
kinerja tahun 2021 terdapat satu indicator tidak diperhitungkan target 20 (Dua Puluh)
indicator kinerja yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100 % atau lebih).Secara
keseluruhan tingkat capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe adalah sebesar
92.36 % (Sembilan puluh dua koma tiga puluh enam persen). Rincian capaian kinerja
masing-masing indikator setiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel

berikut :
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Sasaran Kke-1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. | Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat
2. 95% 99% 104.21%
waktu
3 Persentase perkara yang tidak mengajukan 90% 959, 105.56%
upaya hokum Banding
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan 80% 98% 122.5%
upaya hukum Kasasi
5 Persentase perkara yang tidak mengajukan 90% 99 5% 110.56%
upaya hukum Peninjauan Kembali
6. Index responden pencari keadilan yang 80% 85% 106.25%
puas terhadap layanan peradilan
Rata — Rata Capaian 89.2% 96.1% 108.18%
Sasaran 1.a Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
7 Persentase perkara jinayat yang 100% 100% 100%
diselesaikan tepat waktu
g Persentase sisa perkara jinayat yang 100% 100% 100%
diselesaikan
Rata — Rata Capaian 100% 100%

Sasaran ke-2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pennyelesaian Perkara

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Persentase salinan putusan perkara perdata

1. | yang dikirim kepada para pihak tepat 100% 100% 100%
waktu
Persentase Perkara yang Diselesaikan

2. 20% 5% 25%
melalui Mediasi
Persentase berkas perkara yang

3. | dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang 100% 100% 100%
diajukan secara lengkap dan tepat waktu
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Persentase putusan yang menarik perhatian

4. masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat 100% 100% 100%
diakses secara online dalam waktu 1 hari
sejak diputus
80% 76.25% 81.25%

Rata — Rata Capaian

Sasaran ke-3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang
1. 100% 100% 100%
diselesaikan
Prosentase Perkara yang diselesaikan diluar
2. 100% 100% 100%
Gedung Pengadilan
3 Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) 100% 100% 100%
Identitas Hukum
Persentase Pencari Keadilan Golongan
4. | Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 100% 100% 100%
Hukum (Posbakum)
Rata — Rata Capaian 100% 100% 100%
Sasaran ke-4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase putusan Perkara perdata yang
1. 100% 60% 60%
ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Rata — Rata Capaian 100% 60% 60%
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BAB1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
pasal 24 ayat 2, disebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Hal ini kemudian diikuti
dengan keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung. Untuk lingkungan
peradilan agama, sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, disebutkan “Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama
dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama”. Kekuasaan
kehakiman di peradilan agama ini, akan berpuncak di Mahkamah Agung sebagai

Pengadilan Negara Tertinggi.

Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan
peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan
peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan
masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 8
Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1986 , Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-undangNomor 5 Tahun 1986 dan
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UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan untuk organisasi
kepaniteraan dan kesekretariatan di peradilan di atur dengan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan.

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe merupakan Pengadilan tingkat pertama di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung baik secara teknis, yustisial, organisatoris,
administratif, maupun finansial yang mempunyai tugas menerima, memeriksa dan
memutuskan perkara di bidang Al-Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga),
Mu’amalah (Hukum Perdata), dan Jinayat (Hukum Pidana). Selain itu dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dituntut
untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good
govermance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan egara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe disusun oleh TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerinta
(LkjIP) yang dibentuk melalui Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Nomor: W1-A5/1089/0T.01.1/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, TIM ini bekerja
dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan IKU dan mengolahnya menjadi
Laporan yang lengkap LkjIP tahun 2021, sesuai dengan yang ada dalam Perjanjian
Kinerja (PKT) Tahun 2021. Laporan ini merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas
dab fungsi selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mendukung visi

Mahkamah Agung RI.

LkjIP Tahun 2021 — Mahkamah Syar‘iyah Lhokseumawe



Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik
Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan
masing-masing, lembaga-Iembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya
disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut
menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya
kepada publik, apalagi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe juga menggunakan dana
APBN. Baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan
secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP).

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
1. Tugas

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai lembaga peradilan yang
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kota

Lhokseumawe,mempunyai tugas, yakni tugas pokok yaitu menerima, memeriksa dan
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mengadili perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi
kewenangannya dalam tingkat pertama.di bidang : Perkawinan -Waris Wasiat,-
Hibah, Wakaf ,Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syari’ah.

. Fungsi

Selain tugas pokok tersebut di atas, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut ini :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara Perdata dan Jinayah tingkat
pertama.

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Perdata dan Jinayah
tingkat pertama dan administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada
Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur
dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama.

4. Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku
Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti
di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun
2006) dan terhadap pelaksanaan Administrasi Umum Kesekretariatan serta
Pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

5. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.
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6. Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural
dan fungsional, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,
maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo.
KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,
susunan Organisasi Mahkamah Syar’iyah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim
Anggota,Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Sedangkan susunan organisasi
Kepaniteraan dan Kesekretariatan lebih lanjut diatur dengan Peraturan
MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, khusus untuk

Mahkamah Syar’iyah ditambah dengan Panitera Muda Jinayah.

Bagan Struktur Organisasi Mahkamah Syar’iyah Lhokseuamwe:

STRUKTUR ORGANISASI
MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE KELAS IB ’
KETUA

Drs. Azmir, 5.H., M.H

WAKIL KETUA
Dr. Amir Khalis

(1. Drs. H. Ahmad Luthfi
2. Drs. Iskandar, M.H
3. Wafa', SH.I, MH

SEKRETARIS

Syarbaini, S.Ag

' KEPALA SUB BAGIAN

: 2 KEPALA SUB BAGIAN
PANITERA MLDA e | KEPEGAWAIAN, ORGANISASI B PERENCANAAN, TI DAN
PERMONONAN DAN TAT ALAKSANA

PELAPORAN
w H]. Safaridah, 5.Ag

PANITERA

Surya Darma, 5.Ag., MH

PRAMUBAKTI
y L 5H. 5. Rizki Ramadhani, 5.H.1 9. Zakaria ¥S
2. 7. Zaifuddin, S.H 6. Munazir, 5.H 10. Munzir
3. Salamah, 5.E 7. zardak

8. Siti Mawaddah, 5.50s.1

PENGEMUDI

1. Arief R,
2. Noviza

aihandi Azka, S.H
mm SO HE

v | B
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C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan
penjelasan mengenai capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2021.
Capaian kinerja (performance results) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan
Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2021 sebagai tolak ukur
keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja
ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)

bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2021, sebagai berikut :

BAB I — Pendahuluan
Pada bab ini menguraikan mengenai Organisasi, Latar Belakang, Kedudukan,
Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe serta
Permasalahan Utama (Strategic Issued).

BAB II — Perencanaan dan Penetapan Kinerja
Pada bab ini menguraikan mengenai Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja
Tahunan, Rencana Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

BAB III — Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini menguraikan mengenai Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi
Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Capaian Kinerja, dan Analisis

Akuntabilitas Kinerja di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.
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BAB IV — Penutup
Pada bab ini menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2021 dan
rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lain-lain yang dianggap perlu, sebagai pendukung dari Laporan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2021.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe 2020-2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi
hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe beserta startegi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai
dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan. Renstra tersebut telah
dilakukan reviu pada tahun 2016 dan dilakukan perubahan misi dan tujuan serta sasaran
yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Selanjutnya Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe Tahun 2020-2024 telah diselarasakan dengan arah kebijakan dan program
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI
yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Pembangunan bidang
hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum
dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak
asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata
kelola pemerintah yang baik (good governance). Proses penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah dilakukan secara partisipatif
dilingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe maupun stakeholder eksternal. Untuk
memberi gambaran subtansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar’iyah

Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:
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1. Visi dan Misi
Visi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tersebut merupakan kondisi atau
gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat
memotivasi seluruh fungsionaris Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam
melakukan aktifitasnya. Visi dimaksud bermakna “menjalankan kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan

penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.”

Selanjutnya dalam pernyataan Visi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
mengandung pengertian secara Kelembagaan dan Organisasional sebagai berikut:
a. Pengertian secara Kelembagaan: Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe adalah
Lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota
Lhokseumawe yang wilayah hukumnya meliputi 4 kecamatan dalam Kabupaten

Lhokseumawe.

b. Pengertian secara Organisasional: Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe adalah
Peradilan Tingkat Pertama yang susunan Struktur Organisasinya terdiri dari Ketua,
Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera
Pengganti, Kasubbag, Jurusita dan Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di

masing- masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna dari Visi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe adalah :
“Lembaga peradilan yang Mulia, Bermartabat dan Berwibawa dalam pelayanan
terhadap masyarakat pencari keadilan serta mempunyai kedudukan yang sangat
terhormat dan kekuasaannya diakui, ditaati serta dapat dihormati orang lain melalui

sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik”
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Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Akses Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Penjelasan ketiga misi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang digagas, dalam

rangka memastikan “Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang

Agung’” adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
Proses peradilan yang transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk
meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada peradilan. Upaya untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan akan dilakukan dengan
peningkatan pelayanan terhadap sistem peradilan dan penyelenggaran peradilan
yang bersih, transparan serta akuntabel sehingga tercapainya kepuasan masyarakat
terhadap sistem peradilan dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara
berbasis Informasi Teknologi.

b. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
Tugas peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Menyadari hal ini, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe berupaya
meningkatkan pelayanan publik dengan mempertimbangkan kepentingan pencari
keadilan dalam memperoleh keadilan. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan
peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka penanganan dan penyelesaian
perkara yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

c. Meningkatkan Aksesibilitas Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
Akses terhadap pelayanan peradilan sangat ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi

dan geografis daerah setempat. Untuk itu Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

LKjIP Tahun 2021 — Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe



berupaya membantu masyarakat miskin untuk memudahkan akses peradilan dengan
program peningkatan manajemen peradilan melalui pembebasan biaya perkara
(prodeo). Selain itu, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe juga menfasilitasi
masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari kantor Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe melalui mekanisme pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan
(sidang Keliling).

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang telah dikemukakan, maka visi
dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan
operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan
sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis
ini juga akan memungkinkan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe untuk mengukur
sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan
berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut :

1) Terwujudkan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe sebagai lembaga penegak
hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang
sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.

2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melaluipemanfaatan
teknologi informasi.

3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
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Berdasarkan atas tujuan tersebut selanjutnya Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe menjabarkan dalam sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan
dalam periode renstra. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang
dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi
Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Yang Agung, maka Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut:

1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

3. Program utama dan Kegiatan Pokok

Keempat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat

rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

% Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui

Pembebasan Biaya Perkara. Baik Perkara Gugatan maupun Permohonan;

*» Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang
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diluar gedung pengadilan. Baik Perkara Gugatan maupun Permohonan;
% Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama;

. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber
daya manusia yang Dberkualitas dan mencapai pengawasan yang
berkualitas.Kegiatan pokok vyang dilaksanakan dalam program ini adalah:
Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung, yang meliputi beberapa komponen kegiatan sebagai berikut :
» Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

» Pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan / Rapat

» Konsultasi

» Gaji dan Tunjangan

» Pembayaran gaji dan tunjangan

» Operasional dan Pemeliharaan Kantor

» Kebutuhan sehari-hari perkantoran

» Langanan daya dan jasa

» Pemeliharaan kantor

» Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor
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c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agungbertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana
danprasarana. Pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Kegiatan pokok program
iniadalah pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI,
peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe juga telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama(IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis
(Renstra) Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dan RPJM 2020 — 2024 dan telah direviu
sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
: W1-A5/101/0T.01.2/01/2021 Tanggal 05 Januari 2021. Untuk memudahkan dalam
pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 — 2024 dapat dideskripsikan

sebagai berikut ini :

Sistem Peradilan
Melalui Proses
Peradilan Yang
Pasti, Transparan Dan

Akuntabel

Akuntabel

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
1 2 4 5
1. Terwujudnya Terwujudnya Proses | Persentase sisa perkara yang
Kepercayaan Peradilan yang Pasti, | diselesaikan
Masyarakat Terhadap | Transparan dan Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara yang tidak
mengajukan upaya

hukum,Banding

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukumKasasi
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Persentase Perkara yang tidak
mengajukan upaya hokum

Peninjauan Kembali

Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap

layanan peradian.

Terwujudnya
Penyederhanaan
Proses

Penanganan Perkara
Melalui Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Persentase Isi putusan yang
diterima oleh para pihak tepat

waktu

Persentase Perkara yang

Diselesaikan melalui Mediasi

Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi
dan PK yang diajukan secara

lengkap dan tepat waktu

Persentase putusan yang
menarik perhatian masyarakat
(Ekonomi Syariah) yang dapat
diakses secara online dalam

waktu 1 hari sejak diputus

Terwujudnya
peningkatan Akses
Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

Meningkatnya Akses
Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin
dan Tidak Mampu

Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan.

Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung

pengadian.

Persentase perkara permohonan

(Voluntair) Identitas hukum.

Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan

hokum (Posbakum).
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4. Terwujudnya
Pelayanan
Prima Bagi
Masyarakat

Pencari Keadilan

Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

S. Terwujudnya
Kepercayaan
Masyarakat Terhadap
Sistem Peradilan
Melalui Proses
Peradilan Yang

Pasti, Transparan Dan

Akuntabel

Terwujudnya proses
peradilan yang pasti
transparan dan

akuntabel

Persentase sisa perkara jinayah

yang diselesaikan

Persentase perkara jinayah yang

diselesaikan tepat waktu

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penetapan  kinerja

pada

dasarnya

adalah  pernyataan

komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian
keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Mahkamah Syar’iyah Aceh,
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Rencana Kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang telah dibuat dan

ditandatangani pada tahun 2020 dan telah direvisi pada tahun 2021 sebagai berikut :

No | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses Peradilan | Persentase sisa perkara yang 100%
yang Pasti, Transparan dan diselesaikan
Akuntabel Persentase perkara yang diselesaikan 100%
tepat waktu
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Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding

90%

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Kasasi

80%

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum PK

100%

Index responden pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan

80%

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

Persentase Isi putusan yang diterima

oleh para pihak tepat waktu

100%

Persentase Perkara yang Diselesaikan

melalui Mediasi

20%

Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan

secara lengkap dan tepat waktu

100%

Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi syariah)
yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari sejak diputus

100%

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan

100%

Prosentase Perkara yang diselesaikan

diluar Gedung Pengadilan

100%

Prosentase Perkara Permohonan

(Voluntair) Identitas Hukum

100%

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

100%

Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

100%
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5. | Terwujudnya proses peradilan | Persentase sisa perkara jinayah yang 100%

yang pasti transparan dan diselesaikan

akuntabel Persentase perkara jinayah yang 100%

diselesaikan tepat waktu

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan
janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapkan Kinerja dibuat
berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.
Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan atau

sanksi.

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun
2021 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dan
RPIM 2020-2024. Adapun Tabel Perjanjian Kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No | Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses Peradilan | Persentase sisa perkara yang 100%
yang Pasti, Transparan dan diselesaikan
Akuntabel
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Persentase perkara yang diselesaikan

tepat waktu

100%

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding

90%

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Kasasi

80%

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum PK

100%

Index responden pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan

100%

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

Persentase Isi putusan yang diterima

oleh para pihak tepat waktu

100%

Persentase Perkara yang Diselesaikan

melalui Mediasi

20%

Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan

secara lengkap dan tepat waktu

100%

Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi syariah)
yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari sejak diputus

100%

Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan

100%

Prosentase Perkara yang diselesaikan

diluar Gedung Pengadilan

100%

Prosentase Perkara Permohonan

(Voluntair) Identitas Hukum

100%

Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

100%
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Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata 100%

Terhadap Putusan Pengadilan | yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Terwujudnya proses peradilan | Persentase sisa perkara jinayah yang 100%
yang pasti transparan dan diselesaikan
akuntabel Persentase perkara jinayah yang 100%

diselesaikan tepat waktu
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIJAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Tahun 2021
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran
yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
Tahun 2021 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Mahkamah Syar’iyah
Lhokseumawe Tahun 2021 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. | Terwujudnya Persentase sisa perkara yang 100% 100% 100%
Proses diselesaikan
Peradilan yang | Persentase perkara yang 100% 100% 100%
Pasti, diselesaikan tepat waktu
Transparan dan | Persentase penurunan sisa perkara | 100% 100% 100%
Akuntabel Persentase perkara yang tidak 90% 90% 90%

mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi

-PK

Index responden pencari keadilan 100% 75% 75%
yang puas terhadap layanan

peradilan
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Peningkatan Persentase Isi putusan yang 100% 100% 100%

Efektivitas diterima oleh para pihak tepat
Pengelolaan waktu
Penyelesaian Persentase Perkara yang 20% 20% 20%
Perkara Diselesaikan melalui Mediasi
Persentase berkas perkara yang 100% 100% 100%

dimohonkan Banding, Kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap

dan tepat waktu

Persentase putusan yang menarik 100% 100% 100%
perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari sejak

diputus

Meningkatnya | Persentase Perkara Prodeo yang 100% 100% 100%

Akses Peradilan | diselesaikan

bagi Prosentase Perkara yang 100% 100% 100%
Masyarakat diselesaikan diluar Gedung
Miskin dan Pengadilan

Terpinggirkan | Prosentase Perkara Permohonan 100% 100% 100%

(Voluntair) Identitas Hukum

Persentase Pencari Keadilan 100% 100% 100%
Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)
Meningkatnya | Persentase Putusan Perkara 100% 100% 100%
Kepatuhan Perdata yang Ditindaklanjuti
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Terhadap (dieksekusi)
Putusan

Pengadilan

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan

dan Akuntabel adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target | Realisasi %
I | Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%
2 | Persentase perkara yang diselesaikan tepat 100% 100% 100%
3 | Persentase penurunan sisa perkara 100% 100% 100%
4 | Persentase perkara yang tidak mengajukan 90% 90% 90%
upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
-PK
5 | Index responden pencari keadilan yang puas 100% 75% 75%
terhadap layanan peradilan

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Tingkat capaian indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada

tahun 2021 memenuhi target 95.19%. Pada tahun 2021 jumlah sisa perkara tahun

lalu yang ditangani sebanyak 21 perkara, perkara masuk di tahun 2021 sebanyak

630 perkara, diputus sebanyak 634 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2021

sebanyak 17 perkara.
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Data sisa perkara tahun lalu pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dapat dilihat

pada tabel data keadaan perkara tahun 2021 berikut di bawah ini:

Tabel Keadaan Sisa Perkara Tahun Lalu

Uraian Jumlah
Perkara
Sisa Perkara Tahun 2020 21  Perkara
Sisa Perkara diselesaikan selama tahun 2021 21 | Perkara
Persentase penyelesaian sisa perkara yang putus 100 %

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021)

Berdasarkan data-data tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja
prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 tercapai sebesar 100%
dari jumlah perkara sisa tahun 2020 sejumlah 21 perkara. Pencapaian target kinerja
pada indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2021

berbanding hampir sama dengan tahun 2020.

Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Pencapaian Target Kenaikan

Tahun 2020  Tahun 2021 Penuruan

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan 999% 100% .

Adapun grafik perbandingan prosentase sisa perkara yang diselesaikan tahun

2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:
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PENYELESAIAN SISA PERKARA TAHUN LALU

99% 100%
100%
90%
& 80%
3 70%
S 60%
& 50%
= 40%
© 30%
2 20%
10%
0%
M Sisa Perkara Putus Tahun 2020 99%
M Sisa Perkara Putus Tahun 2021 100%

M Sisa Perkara Putus Tahun 2020 b Sisa Perkara Putus Tahun 2021

2, Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Tingkat capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian perkara tepat waktu
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada tahun 2021 telah memenuhi target

sebesar 100%. Berikut tabel indikator penyelesaian perkara tepat waktu:

Jangka Waktu Penyelesaian

st <3bulan > 3 bulan s/d. 6

21 ‘ 630 ‘ 452 453 0

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021)

Penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2021 terealisasi sejumlah 453 perkara
atau sebesar 96%. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja
persentase perkara tepat waktu pada tahun 2021 tercapai. Pencapaian target kinerja
pada indikator kinerja prosentase perkara tepat waktu mengalami peningkatan

sebesar 1,57% jika diperbandingkan dengan tahun 2020.
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Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Pencapaian Target Kinerja Penurunan

Tahun 2020 Tahun 2021
Penyelesaian perkara tepat waktu 97% 96% 1.50%

Grafik perbandingan persentase penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2021

dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini :

PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU 2021

120%

9 97%
100% 96% .

80%

60%

Matrik Pencapaian

40%
20%
0%
M Selesai Tepat Waktu Tahun 2020
M Selesai Tepat Waktu Tahun 2021

M Selesai Tepat Waktu Tahun 2020 M Selesai Tepat Waktu Tahun 2021

3. Persentase Penurunan Sisa Perkara
Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara pada tahun
2021 memenuhi target 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja

tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sisa Perkara Sisa Perkara Tahun 2020 Sisa Perkara
Tahun 2020 Diselesaikan Tahun 2021 Tahun 2021
1 2 3 4
21 21 17 -

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021)
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Dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan tersebut di atas dijelaskan bahwa jumlah sisa
perkara tahun lalu sebanyak 21 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2021
sebanyak 21 perkara. Sedangkan sisa perkara tahun 2021 sebanyak 17 perkara akan
diselesaikan pada tahun 2022. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja
persentase Sisa Perkara pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.25%.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut:

Pencapaian Target Kinerja

Tahun 2020  Tahun 2021 | i

Indikator Kinerja

Persentase penurunan sisa perkara 21 perkara 17 perkara 1.7%

Adapun grafik perbandingan persentase penurunan sisa perkara tahun 2021 dengan

tahun 2020 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:

PERBANDINGAN SISA PERKARA TAHUN 2020 DAN 2021

180
160
140
120
100

80

60

40 21 17
20
0 el —
i Sisa Perkara Tahun 2020 21
M Sisa Perkara Tahun 2021 17

Matrik Pencapaian

M Sisa Perkara Tahun 2020 M Sisa Perkara Tahun 2021

4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi,

PK

Tingkat capaian indikator kinerja perosentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Banding, Kasasi, PK Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada tahun 2021
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tidak memenuhi target sebesar 100%, namun hanya tercapai 90%. Hal ini
disebabkan oleh adanya upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat untuk

menyelesaikan permasalahan melalui upaya hukum banding dan kasasi.

Adapun persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi,

PK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah Upaya Hukum Total
Putusan Jumlah Perkara Yang Pengajuan
Perkara Tahun & Tidak Mengajukan Banding

Kemne] Perkara
2021 Upaya Hukum Upaya
Hukum

634 624 6 4 0 10

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perkara 2021)

Perkara yang mengajukan upaya hukum sebanyak 10 perkara terdiri dari upaya
hukum banding sebanyak 6 perkara, upaya hukum kasasi sebanyak 4 perkara dan
upaya hukum peninjauan kembali sebanyak O perkara sehingga total perkara yang

mengajukan upaya hukum sebanyak 10 perkara.

. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Tingkat capaian indikator kinerja Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada tahun 2021
tidak memenuhi target sebesar 100%, namun hanya tercapai 75%. Responden
tersebut diukur menggunakan metode voting online melalui website Mahkamah

Syar’iyah Lhokseumawe. Berikut penjelasan target pencapaian:

Kategori Responden

Metode Jumlah
RESNILCIEREN Ol Memuas

‘ Online ‘ 30 ‘ 16 10 4 0 ‘ ‘

(sumber data : statistik voting online website)

LKjIP Tahun 2021 — Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe



Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada
tahun 2021 hanya terealisasi sejumlah sebesar 75%, pencapaian target kinerja pada

indikator kinerja tersebut berbanding sama dengan tahun 2020.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Pencapaian Target Kinerja

Penurunan/
Indikator Kinerj | '
ndikator Kinerja Kenaikan

Index Responden Pencari Keadilan
Yang Puas Terhadap Layanan 75% 78% -
Peradilan

Grafik perbandingan Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam matrik
pencapaian berikut ini :

Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

100%

5 0% 75% 78%
©
Q.
S 60%
=
()
o
= 40%
©
= 20%
0%
M Index Responden Tahun 2020 75%
M Index Responden Tahun 2021 78%
H Index Responden Tahun 2020 M Index Responden Tahun 2021
SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Pencapaian target kinerja atas Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara adalah sebagai berikut :
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Persentase Isi putusan yang diterima oleh para

100% 100% 100%

pihak tepat waktu

Pers§nt?1se Perkara yang Diselesaikan melalui 20% 20% 20%
Mediasi

Persentase berkas perkara yang dimohonkan

Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara 90% 90% 90%

lengkap dan tepat waktu

Persentase putusan yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses 100% 100% 100%
secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Isi putusan yang diterima oleh para
pihak tepat waktu pada tahun 2021 telah memenuhi target. Persentase isi putusan
yang diterima oleh para pihak tepat waktu perkara tahun 2021 sebanyak 634
putusan sehingga terpenuhi sebesar 100% dari jumlah perkara yang diputus tahun
2020 sejumlah 523 perkara. Pencapaian target kinerja tersebut dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Perkara Diputus Putusan Diterima Para
Tahun 2020 Pihak Tahun 2021
1 2 3
523 634 100 %

Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik

berikut ini :

Indikator Kinerja Pencapaian Target Kenaikan

Tahun 2020 | Tahun 2021

Persentase isi putusan yang diterima oleh 100% 100% }
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100% 100%

100%
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60%

Matrik Pencapaian

40%

20%

0%
M Putusan diterima para pihak
2020

M Putusan diterima para pihak
2021

100%

100%

M Putusan diterima para pihak 2020

i Putusan diterima para pihak 2021

2, Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui
Mediasi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada tahun 2021 tidak memenuhi
target sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk
menyelesaikan permasalahan melalui mediasi masih sangat rendah.

Adapun persentase keberhasilan mediasi perkara dapat dilihat pada tabel berikut
ini:

Jumlah Perkara Jumlah Perkara . "
Diterima Tahun = Mediasi Tahun Hasil Mediasi

2021 2021 Berhasil

630 88 16 72 ‘ ‘

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021)

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan

Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun
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2021 memenuhi target sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja tersebut meliputi upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Adapun capaian Prosentase Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada tabel

berikut:

Banding Kasasi

Adapun pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase berkas perkara
yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat
waktu pada tahun 2021 sebanyak 10 pengajuan dengan persentase pencapaian
100%, hal ini berbanding hampir sama dengan tahun 2020 dengan pencapaian yang

sama. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Pencapaian Target

- Kenaikan /
Penurunan

Indikator Kinerja -
Tahun 2020 Tahun 2021

Persentase berkas perkara yang 80% 80%
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu

Grafik perbandingan Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi
dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2021 dengan tahun

2020 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:
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Berkas perkara Pengajuan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

100%

80% 80%
80% - c

Matrik Pencapaian

60%

40%

20%

0%
M Berkas Perkara Banding, Kasasi dan
PK 2020

M Berkas Perkara Banding, Kasasi dan
PK 2021

80%
80%

M Berkas Perkara Banding, Kasasi dan PK 2020
M Berkas Perkara Banding, Kasasi dan PK 2021

4, Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah)
Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus
Tingkat capaian indikator kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada tahun
2021 tidak memenuhi target sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya
perkara ekonomi syariah yang masuk pada tahun 2021 sehingga pencapaian target

kinerja adalah 0%.

Adapun Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus dapat dilihat
pada tabel berikut ini:

Perkara Ekonomi Perkara Ekonomi
Syariah Diterima Syariah Diputus
Tahun 2021 Tahun 2021

Proses Tindaklanjut

(sumber data : Laporan Perkara 2021)

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Putusan Yang Menarik

Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online
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Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus mengalami penurunan dibandingkan dengan
pencapaian tahun 2020 yaitu 100%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada

tabel berikut:

Pencapaian Target Kinerja

Indikator Kinerja " Penurunan
Tahun 2020 Tahun 2021

Persentase Putusan Yang 0% 0% 0%

Menarik Perhatian Masyarakat
(Ekonomi Syariah) Yang Dapat
Diakses Secara Online Dalam
Waktu 1 Hari Sejak Diputus

Grafik perbandingan Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat
(Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak
Diputus tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam matrik pencapaian
berikut ini:

Putusan Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2021
100%
80%

60%

40%

Matrik Pencapaian

20%
0% 0%
0%
M Putusan Perkara Ekonomi Syariah
2020

M Putusan Perkara Ekonomi Syariah
2021

0%

0%

B Putusan Perkara Ekonomi Syariah 2020
M Putusan Perkara Ekonomi Syariah 2021
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SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan adalah sebagai berikut :

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 100% 100% 100%

Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung

1) 0 0
Pengadilan 100% 100% 100%

Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas

1009 1009 1009
Hukum 00% 00% 00%

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

09 09 0°
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) % % /o

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
pada tahun 2021 telah memenuhi target 100%. Pencapaian indikator kinerja
dilakukan untuk merealisasikan anggaran DIPA 04 tahun anggaran 2021. Adapun

Prosentase Pembebasan Biaya Perkara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Perkara Stuan Biaya per Perkara Total Biaya Perkara

Ket
Prodeo Prodeo Prodeo

60 Rp. 350.000 Rp. 21.000.000

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada Pembebasan
Biaya Perkara pada tahun 2021 berbanding sama dengan tahun 2020. Pencapaian
target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan mencapai 100%. Adapun Adapun perbandingan pencapaian target

kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:
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Pencapaian Target Kenaikan /

Tahun 2020 Tahun 2021 Penurunan

Indikator Kinerja

Persentase Perkara Prodeo yang 100% 100% -
diselesaikan

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

100% 100%
- 100% '
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© 90%
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40%
30%
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0% S
M Pembebasan Biaya Perkara 2020 100%
M Pembebasan Biaya Perkara 2021 100%

i Pembebasan Biaya Perkara 2020 M Pembebasan Biaya Perkara 2021

2. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan diluar
Gedung Pengadilan pada tahun 2021 telah memenubhi target 100%. Jumlah perkara
sidang diluar gedung pengadilan atau sidang keliling pada tahun 2021 sebanyak 64
orang dengan biaya disediakan DIPA 04 sebanyak Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh
Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Pencapaian target kinerja Perkara yang

diselesaikan diluar Gedung Pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Jumlah Perkar . -
Sal EETRatd Biaya Satuan Total Biaya Jumlah
Sidang Kelililng

Tahun 2021

Per Perkara Sidang Keliling Kegiatan

156 Orang Rp. 140.000 Rp. 21.840.000,- 1 Layanan

Berdasarkan data-data tersebut di atas, target kinerja pada Perkara yang
diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada tahun 2021 berbanding dengan tahun
2020 yaitu sebesar 99,86% dan 99,68%. Adapun perbandingan pencapaian tersebut

dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Pencapaian Target
Kinerja Kenaikan/

Indikator Kinerja
. Penurunan

Tahun 2020 | Tahun 2021

Persentase Perkara yang diselesaikan 99,68% 99,86%
diluar Gedung Pengadilan

99,68% 99,86%

0,00% . .

M Sidang Keliling Tahun 2020 99,68%
M Sidang Keliling Tahun 2021 99,86%

100,00%

80,00%

Matrik Pencapaian

60,00%

40,00%

20,00%

M Sidang Keliling Tahun 2020 M Sidang Keliling Tahun 2021
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. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Permohonan (Voluntair)
Identitas Hukum pada tahun 2021 tidak memenuhi target sebesar 100%. Pencapaian
target kinerja pada indikator Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang
diterima mencakup Perkara Penetapan Ahli Waris sebanyak 52 perkara dan perkara
Itsbat Nikah sebanyak 87 perkara total Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas
Hukum sebanyak 185 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja tersebut hanya

mencapai 99%.

Adapun capaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum dapat dilihat

pada tabel berikut ini:
Perkara Permohonan Perkara Permohonan Sisa Perkara
(Voluntair) Identitas (Voluntair) Identitas Permohonan
Hukum yang diajukan Hukum yang (Voluntair) Identitas
2021 diselesaikan 2021 Hukum Tahun 2021
1 2 3 4
185 185 0

(Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021)
Adapun pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Perkara Permohonan
(Voluntair) Identitas Hukum pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 48,32%

dibandingkan dengan tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Pencapaian Target
Indikator Kinerja Kinerja Kenaikan

Tahun 2020 Tahun 2021
Persentase Perkara Permohonan 88% 99 % 11%
(Voluntair) Identitas Hukum

Grafik perbandingan Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas
Hukum tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam matrik pencapaian

berikut ini:
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Perkara Permohonan Identitas Hukum 2021
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4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2021 memenuhi
target sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dapat
terealisasi dengan tersedianya Pagu Anggaran pada DIPA 04 tahun 2021 untuk
pelayanan POSBAKUM sebanyak 250 Jam Layanan dengan biaya disediakan DIPA

04 sebanyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pencapaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pencari Keadilan yang

M tL Pagu A ran DIPA
endapat Layanan no s Realisasi Anggaran Ket

Bantuan Hukum Pposbakum tahun 2021

(Posbakum)
1 2 3 4
250 JL 25.000.000,- 100% -

(Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021)
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian target kinerja pada indikator
kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum) pada tahun 2021 terealisasi 100%, program pelayanan
Posbakum dapat dijalankan karena tersedianya pagu anggaran DIPA 04 tahun 2021.
Adapun capaian target kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) berbanding dengan tahun 2020 sebagaimana

dapat dilihat pada tabel berikut:

Pencapaian Target

Indikator Kinerja Kinerja Kenaikan /
Penurunan
Tahun 2020 Tahun 2021
Persentase Pencari Keadilan Golongan 0% 100% _
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Grafik perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2021 dengan tahun 2020

dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:

Persentase Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2021
100%
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SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Pencapaian target kinerja atas Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

adalah sebagai berikut :

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti (dieksekusi)

100% 99% 99%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tingkat capaian indikator kinerja Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan
Pengadilan pada tahun 2021 hanya tercapai 99% dari target 100%. Pada tahun
2021 jumlah perkara yang sudah berkukuatan hukum tetap sebanyak 1 perkara dan
dieksekusi sebanyak 1 perkara. Sehingga sisa perkara yang belum dieksekusi tahun

2021 sebanyak 0 perkara.
Data eksekusi perkara Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel
berikut di bawah ini:

Perkara yang sudah
BHT

Perkara yang dieksekusi Sisa Perkara

Target Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2021
hanya tercapai 82,50%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2021
mengalami kenaikan sebesar 10.% dibandingkan pencapaian pada tahun 2020 yang
mencapai 72.50%. Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat

pada tabel dan grafik berikut ini :
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Pencapaian Target
Indikator Kinerja Kinerja Peningkatan

Tahun Tahun
2020 2021

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan

Pengadilan 72,50% 82,50% 10%

Grafik perbandingan Persentase Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan tahun

2020 dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:

100,00%
82,50%

80,00% 72,50%

60,00%

Matrik Pencapaian

40,00%

20,00%

0,00% e :
M Kepatuhan Terhadap Putusan 2020 72,50%

M Kepatuhan Terhadap Putusan 2021 82,50%

i Kepatuhan Terhadap Putusan 2020 M Kepatuhan Terhadap Putusan 2021
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REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe, pada tahun 2021 Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
mendapatkan total alokasi anggaran terakhir setelah revisi untuk DIPA 005.01 sebesar
Rp. 5.006.316.000,- (lima miliyar enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh
ribu rupiah) dan anggaran untuk DIPA 005.04 sebesar Rp. 70.075.000,- (tujuh puluh juta
tujuh puluh lima ribu rupiah) . Anggaran tersebut mengalami peningkatan dari pagu tahun

anggaran 2020. Hal tersebut dapat tergambar sebagaimana tabel berikut :

No. Uraian Program Pagu Tahun 2020 Pagu Tahun 2021
1. | Program Dukungan Manajemen Rp. 4.741.980.000,- Rp. 4.968.816.000,-
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya MA
2. | Program Peningkatan Sarana dan Rp. 325.000.000,- Rp. 37.500.000,-
Prasarana Aparatur MA
3. | Program Peningkatan Manajemen Rp. 35.325.000,- Rp. 70.075.000,-
Peradilan Agama
JUMLAH Rp. 5.102.305.000,- Rp. 5.076.391.000,-

Dengan gambaran pagu Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe diatas maka

realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.006.316.000,- dapat
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terealisasi sebesar Rp. 4.951.040.051,- atau tingkat capaiannya 98.90%. Pada
program ini kegiatannya terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Pada
tahun 2021, pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.635.723.000,- dan realisasinya
Rp. 3.602.797.523,- maka capaian kinerjanya 99.09%, sedangkan Belanja Barang
ditargetkan Rp. 1.333.093.000,- dan direalisasikan Rp. 1.310.742.528,- atau
98,32%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pagu anggaran Rp. 37.500.000,-
dengan realisasi anggaran Rp. 37.500.000,- sehingga tingkat capaian kinerjannya
100%.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 70.075.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 69.162.500,-atau mencapai
realisasi 98,70%. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa pembebasan
biaya perkara (prodeo), sidang diluar gedung peradilan, layanan bantuan hukum

(POSBAKUM) dan penyelesaian admistrasi perkara Jinayat.

2. Keuangan Perkara Tahun 2021

TABEL KEUANGAN PERKARA TAHUN 2021

Penerimaan Pengeluaran
1. | Saldo awal tahun lalu 18.865.550
2. Penerimaan Tahun 2021 454.901.930
3. | Biaya Proses/ATK/Pemberkasan 34.890.000
4.  Biaya Panggilan 186.266.500
5. | Biaya Penerjemah 0
6. Biaya Pemberitahuan 33.372.000
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7. | Biaya Sita
8.  Biaya Pemeriksaan Setempat
9. | Biaya Sumpah
10. Biaya Saksi Ahli
11. | Biaya Pengiriman
12. Biaya Materai
13. | Biaya Pendaftaran
14. Biaya Redaksi
15. PNBP Lain-Lain
16. Biaya Pengembalian Sisa Panja
17. | Biaya Lain-Lain
TOTAL

SISA

Keterangan Selisih Saldo:

0

2.400.000

0

0

10.350.000

6.154.000

17.470.000

7.250.000

14.230.000

142.646.980

0

473.767.480 455.029.480

18.738.000

Sisa Saldo senilai Rp. 18.738.000,- merupakan sisa biaya perkara yang belum

diputus sebanyak 21 Perkara.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe merupakan instansi pemerintah pelaksana tugas
yustisial dan administratif di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang
ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis
yang ditunjukan oleh Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe tahun anggaran 2020.
Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian
target indikator kinerja Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe memberikan gambaran
bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen,
keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen Aparatur Sipil Negara Mahkamah
Syar’iyah Lhokseumawe dan masyarakat pencari keadilan.

B. SARAN

1. Diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk memperteguh
pelaksanaan tugas yustisial dan administratif di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah

Lhokseumawe, untuk memberikan pelayanan yang baik dan memberikan akses kepada
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masyarakat pencari keadilan.

. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator
kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan
mempertimbangkan tujuan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe berdasarkan

kemampuan sumber daya yang tersedia.

. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai
dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme
manajemen internal lembaga (Pembinaan dan Pengawasan pada Mahkamah Syar’iyah)

akan ditingkatkan untuk melakukan monitoring dan mengevaluasinya.

. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif, perlu direalisasikan sinergitas antara
laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi
anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output
dan outcome kegiatan yang bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai benar-benar

terukur, bermanfaat dan akuntabel.

. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan

akuntabel.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W1-A5 /157/0T.01.1/1/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Drs. AZMIR, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lhokseumawe, 05 Januari 2021

Plhak Kedus Pihak Pertama
wwdhka mah Syar'iyah Aceh ‘

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

N H]_RDSMAWARDANI $.H,, M.H.
NIP. 195412081979032007

1P. 196809011994031005



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO. W1-A5 /157/0T.01.1/1/2021
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan Persentase Sisa Perkara Perdata Agama 100
yang Pasti, Transparan, dan yang diselesaikan
Akuntabel
2. Persentase Perkara Perdata Agama yang 100
diselesaikan Tepat Waktu
3. Persentase Perkara yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum Banding
4, Persentase Perkara Yang Tidak 80
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase perkara yang Tidak 100
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali
6. Index Kepuasan Pencari Keadilan 100
7. Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Perkara tepat waktu
8. Persentase Perkara yang Diselesaikan 20
Melalui Mediasi
9. Persentase Berkas Perkara yang 100
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu
10. Persentase Putusan Perkara yang 100

Menarik Perhatian Masyarakat yang

Dapat Diakses Secara Online dalam




Waktu 1 Hari Setelah Putus

11. | Meningkatnya Akses Peradilan | Persentase Perkara Prodeo yang 100
bagi Masyarakat Miskin dan Diselesaikan
Terpinggirkan

12. Persentase Perkara yang Diselesaikan di 100
Luar Gedung Pengadilan

13. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

14. Persentase Perkara Permohonan 100
(voluntair) Identitas Hukum

15. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata 100

terhadap Putusan Pengadilan yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
16. | Terwujudnya Proses Peradilan Persentase Sisa Perkara Jinayat yang 100
yang Pasti, Transparan, dan Diselesaikan
Akuntabel

17. Persentase Perkara Jinayat yang 100

Diselesaikan Tepat Waktu
Kegiatan Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 7.886.249.000,-
Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 37.500.000,-
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 70.075.000,-
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RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

NO. W1-A5 /369/0T.01.1/11/2021
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan Persentase Sisa Perkara Perdata Agama 95
yang Pasti, Transparan, dan yang diselesaikan
Akuntabel
2. Persentase Perkara Perdata Agama yang 100
diselesaikan Tepat Waktu
3. Persentase Perkara yang Tidak 75
Mengajukan Upaya Hukum Banding
4. Persentase Perkara Yang Tidak 90
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase perkara yang Tidak 100
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali
6. Index Kepuasan Pencari Keadilan 90
7. Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara 80
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Perkara tepat waktu
8. Persentase Perkara yang Diselesaikan 10
Melalui Mediasi
9. Persentase Berkas Perkara yang 100
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu
10. Persentase Putusan Perkara yang 30

Menarik Perhatian Masyarakat yang




Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

11. | Meningkatnya Akses Peradilan | Persentase Perkara Prodeo yang 100
bagi Masyarakat Miskin dan Diselesaikan
Terpinggirkan
12. Persentase Perkara yang Diselesaikan di 100
Luar Gedung Pengadilan
13. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
14. Persentase Perkara Permohonan 100
(voluntair) Identitas Hukum
15. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata 100
terhadap Putusan Pengadilan yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
16. | Terwujudnya Proses Peradilan Persentase Sisa Perkara Jinayat yang 100
yang Pasti, Transparan, dan Diselesaikan
Akuntabel
17. Persentase Perkara Jinayat yang 90

Diselesaikan Tepat Waktu
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MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Visi Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang Agung
Misi 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan
No Tujuan Target Sasaran Strategis Target
jangka
Menengah
(5 Tahun)
Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
1.| Meningkatkan Peningkatan 97 Terwujudnya Proses | Persentase Sisa 100 100 95 95 95
Penyelesaian Sisa penyelesaian sisa Peradilan yang Pasti, | Perkara Perdata
Perkara Perdata perkara perdata Transparan dan Agama yang
Agama agama Akuntabel diselesaikan
2.| Meningkatkan Peningkatan 100 Persentase Perkara 100 100 100 100 100
penyelesaian perkara | penyelesaian perkara Perdata Agama yang
perdata agama tepat perdata agama tepat diselesaikan Tepat
waktu waktu Waktu
3.| Meningkatkan perkara | Peningkatan perkara 81 Persentase Perkara 90 90 75 75 75
yang tidak yang tidak yang Tidak
mengajukan upaya mengajukan upaya Mengajukan Upaya
hukum banding hukum banding Hukum Banding
4.| Meningkatkan perkara | Peningkatan perkara 86 Persentase Perkara 80 80 90 90 90

yang tidak
mengajukan upaya
hukum kasasi

yang tidak
mengajukan upaya
hukum kasasi

Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi




5. Meningkatkan perkara | Peningkatan perkara 100 Persentase perkara 100 100 100 100 100
yang tidak yang tidak yang Tidak
mengajukan upaya mengajukan upaya Mengajukan Upaya
pennjauan kembali peninjauan kembali Hukum Peninjauan
Kembali
6. Meningkatkan upaya Peningkatan 94 Index Kepuasan 100 100 90 90 90
kepuasan pencari kepuasan pencari Pencari Keadilan
keadilan keadilan
7.| Meningkatkan Peningkatan 88 Peningkatan Persentase Salinan 100 100 80 80 80
pengiriman salinan pengiriman salinan Efektivitas Putusan Perkara
putusan perkara tepat | putusan perkara Pengelolaan Perdata yang dikirim
waktu perdata tepat waktu Penyelesaian kepada Para Pihak
Perkara tepat waktu
8.| Meningkatkan Peningkatan 12 Persentase Perkara 20 20 10 5 5
penyelesaian perkara | penyelesaian perkara yang Diselesaikan
melalui mediasi melalui mediasi Melalui Mediasi
9.| Meningkatkan Peningkatan 100 Persentase Berkas 100 100 100 100 100
pengiriman berkas pengiriman berkas Perkara yang
perkara banding, perkara banding, Dimohonkan Banding,
kasasi dan PK secara kasasi dan PK secara Kasasi, dan PK yang
lengkap dan tepat lengkap dan tepat Diajukan Secara
waktu waktu Lengkap dan Tepat
Waktu
10 Mempublikasikan Terpublikasinya 56 Persentase Putusan 100 100 30 25 25
putusan perkara yang | putusan perkara yang Perkara yang Menarik
menarik perhatian menarik perhatian Perhatian Masyarakat
masyarakat yang masyarakat yang yang Dapat Diakses
dapat diakses secara dapat diakses secara Secara Online dalam
online dalam waktu 1 | online dalam waktu 1 Waktu 1 Hari Setelah
hari setelah putus hari setelah putus Putus
11 Meningkatkan Terlaksananya 100 Meningkatnya Akses | Persentase Perkara 100 100 100 100 100




penyelesaian perkara
prodeo

penyelesaian perkara
prodeo

Peradilan bagi
Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

Prodeo yang
Diselesaikan

12 Penyelesaian perkara | Terlaksananya 100 Persentase Perkara 100 100 100 100 100
di luar gedung perkara yang yang Diselesaikan di
pengadilan diselesaikan di luar Luar Gedung
gedung pengadilan Pengadilan
13 Memberikan layanan | Terlaksananya pusat 100 Persentase Pencari 100 100 100 100 100
bantuan hukum layanan bantuan Keadilan Golongan
(Posbakum) terhadap | hukum (Posbakum) Tertentu yang
pencari keadilan terhadap pencari Mendapat Layanan
golongan tertentu keadilan golongan Bantuan Hukum
tertentu (Posbakum)
14 Penyelesaian perkara | Tercapainya 100 Persentase Perkara 100 100 100 100 100
permohonan Penyelesaian perkara Permohonan
(Voluntair) indentitas | permohonan (voluntair) Identitas
hukum (Voluntair) indentitas Hukum
hukum
15 Eksekusi putusan Tereksekusinya 100 Meningkatnya Persentase Putusan 100 100 100 100 100
perkara perdata putusan perkara Kepatuhan terhadap | Perkara Perdata yang
perdata Putusan Pengadilan | Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)
16 Meningkatkan Peningkatan 100 Terwujudnya Proses | Persentase Sisa 100 100 100 100 100
penyelesaian sisa penyelesaian sisa Peradilan yang Pasti, | Perkara Jinayat yang
perkara jinayat perkara jinayat Transparan dan Diselesaikan
Akuntabel
17 Penyelesaian perkara | Tercapainya 94 Persentase Perkara 100 100 90 90 90

jinayat tepat waktu

penyelesaian perkara
jinayat tepat waktu

Jinayat yang
Diselesaikan Tepat
Waktu




